KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VII 

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Nomor  TAP / VI / MUNAS / 2001

TENTANG

REGULASI DAN REKOMENDASI

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUSYAWARAH NASIONAL VII  ORARI,

Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya,  Munas VII ORARI perlu menetapkan Garis Besar Kebijaksanaan Organisasi tahun 2001-2006.
Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 36 Tahun 1999   tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No.154 ;

2.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelanggaraan Telekomunikasi ;



3. 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000   tentang Penggunaan Spetrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ;



4.
Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Alokasi Frekuensi Radio Indonesia ;

Memperhatikan
:
1.
Pengarahan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi pada Musyawarah Nasional VII Orari ;



2.
Pengarahan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Musyawarah Nasional VII Orari ;



3.
Laporan Komisi C Munas VII Orari Nomor LAP / 07 / MUNAS / 2001 ;

  

4.
Saran, pendapat peserta sidang Munas VII Orari 

M E M U T U S K A N :

Menetapkan     :

PERTAMA
:
Regulasi dan Rekomendasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketetapan ini.
KEDUA 
:
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di  Tangerang

Pada tanggal  15 Oktober 2001

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VII ORARI,


Ketua,
Wakil Ketua,
Sekretaris,

 

 

 Rusmana Ardiwinata, SH-YC1DRA    Chairul Hafanie-YC5CH
Kamaruddin Supii-YB8AK
NRI : 82022354
        

     NRI : 83054573
         NRI : 75037650
MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2001

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Nomor LAP / 09 / MUNAS / 2001

LAPORAN KOMISI REGULASI DAN REKOMENDASI

1.
Berdasarkan Keputusan Munas Nomor :  KEP / 06 / MUNAS / 2001 tentang Penunjukan Anggota Komisi A, Komisi B dan Komisi C, dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut.

2.
Setelah mengadakan pembahasan mendalam tentang Regulasi dan Rekomendasi serta Visi dan Misi ORARI dimasa yang akan datang, maka melalui musyawarah diantara anggota Komisi C dapat dicapai suatu kesepakatan yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Laporan ini.

3.
Aspirasi anggota ORARI dari masing-masing Daerah sudah tertuang dalam Regulasi dan Rekomendasi tersebut.

4.
Demikian disampaikan, atas perhatian Sidang Munas yang terhormat, diucapkan terimakasih.

 

 

Laporan ini dibuat di Tangerang

Pada Tanggal  15 Oktober 2001

 

PIMPINAN SIDANG KOMISI C MUNAS VII ORARI,
Ketua Sidang,
                                             Sekretaris Sidang,

                 I.G.K Manila-YB0AA                                  Ir. Syamsul Ridjal-YC8CG
                        NRI : 85014694
                                              NRI : 84044559

 
LAMPIRAN

I. REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH

1.     Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri

a. 
Ditambahkan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 sebagai berikut :

“16.  ORARI adalah Organisasi Amatir Radio Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mewakili kepentingan Amatir Radio Indonesia di forum IARU (International Amateur Radio Union)”.

b. Oleh karena kegiatan Amatir Radio mempunyai cakupan nasional dan internasional (Pasal 19 ayat 3), maka :

1) Penyelenggarakan ujian Amatir Radio yang dimaksud dalam pelimpahannya kepada Gubernur sesuai azas dekonsentrasi bukan azas desentralisasi (Ref. UU No.22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000), namun untuk lebih meningkatkan kwalitas anggota Amatir Radio di Indonesia. Munas VII ORARI Tahun 2001 mengusulkan agar penyelenggaraannya dilimpahkan kepada ORARI.

2) Mohon azas dekonsentrasi dapat diterapkan juga pada Pasal 50.

c.  Mohon Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) seperti yang dimaksud pada Pasal 14 dapat berlaku seumur hidup

d.    Mohon untuk selanjutnya penyebutan dinas amatir radio dipergunakan terjemah- an baku seperti yang dimuat dalam Radio Regulations dan terjemahan resminya kedalam Bahasa Indonesia oleh Masyarakat Telematika/Mastel (“Dinas Amatir Radio: Suatu dinas komunikasi radio untuk tujuan melatih diri sendiri, saling ber komunikasi dan penyelidikan teknis yang dilakukan oleh para amatir, yaitu mere ka yang patut mendapat izin dan berminat dalam bidang teknik radio semata-ma ta untuk tujuan pribadi tanpa tujuan komersial”).

 

2. Mohon Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat mempertimbangkan agar diterbitkan Undang-undang khusus mengenai Amatir Radio.

 

II. REKOMENDASI KEPADA KEPENGURUSAN ORARI HASIL MUNAS VII TAHUN 2001

 

1. Segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi seperti yang tersebut diatas.

2. Segera menentukan visi, misi, tugas pokok dan pelaksanaan program untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja organisasi.

3. Menyelenggarakan ‘internal/public auditing’ atas harta kekayaan dan keuangan organisasi serta menyampaikan laporannya secara berkala disemua tingkatan organisasi.

4. Penyempurnaan sistim Iuran Anggota.

5. Perlunya dibentuk suatu bidang yang menangani hukum dan perundang-undangan dalam struktur organisasi

6. Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi monitoring

7. Segera diterbitkan Callbook Nasional

8. Mengantisipasi dihapusnya tingkat Pemula

9. Memperjuangkan hak predikat internasional bagi tingkat Siaga

 

 

 

Laporan ini dibuat di Tangerang

Pada Tanggal  15 Oktober 2001

 

PIMPINAN SIDANG KOMISI  C  MUNAS VII ORARI

 

                Ketua,






          Sekretaris,

 

                   ttd                                                                                                            ttd

 

I.G.K. Manila - YB(AA



                           Syamsul Ridjal – YC8CG

         NRI : 85014694



